
xiii

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Haris Semendawai, Perlindungan saksi dan korban, Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban, 2013.

Achamd Roestandi, Muchjidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, Pendidikan

Pancasila Perguruan Tinggi, CV. Armico, Bandung, 1988.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo,

Jakarta, 2002.

Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi

di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

2008.

Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balas Pustaka, 1988.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju,

Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta,

2012.

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 1989.

C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta,

2004.

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk

Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Mandar

Maju, Badung,2003.

I Made Pasek Diantha, Meodelogi Penelitian Hukum Normatif, Prenada

Media Group, Jakarta, 2016.

SJhony Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu

Media, Malang, 2006.

Kalean, Pendidikan Pancasila, paradigma yogyakarta, 2010.



xiv

Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice

Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime,

PT.Alumni, Bandung, 2015.

Lili Rasjidi dan Sonia Liza, Dasar-Dasar Falsafah Dan Teori Hukum, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana,

CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina

Ilmu,Surabaya, 1987.

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2011.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soedjono, Narkotika dan Remaja, Alumni Bandung, Bandung, 1997.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984.

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif

Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanan

Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan

Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan

Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang

Berat.



xv

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan

Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (Justice Collaborator)

Surat Telegram (STR) Nomor: ST/17/V/2018 Tanggal: 15-05-2018 Tentang

Justice Collaborator

C. Jurnal

Abdul Haris Semendawai, Penetapan Status Justice Collaborator bagi

Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal

Padjadjaran Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 3 Tahun 2016.

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha

Pencegahan Dan Penyalahgunaannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal

Hukum; Jakarta; Vol XXV, No.1, April 2011.

Henli Hendri Waloko, Penerapan Ketentuan Justice Collaborator Tindak

Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum

Universitas Islam Malang

Ismail, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta

(Whistleblower) dalam perkara pidana berdasarkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal

Ilmu Hukum Legal Opinion; 2016. (edisi I Volume 4, tahun 2016)

Lidya Ester Turangan, Nelly Pinangkaan, Sarah D.L Roeroe, Mekanisme

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga-

Lembaga Negara, Lex Administratum, Vol.IX/No.3/Apr/2021.

Lisijowati, Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower)

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, Journal Article; Justice Pro; 2019.

Maria Yudithia Bayu Hapsari, Konsep dan Ketentuan mengenai Justice

Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Skripsi,

Program Sarjana Universitas Indonesia,2012.

Muh. Hasrul, Pemerintahan yang Efektif, Disertasi, Program Doktor Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013



xvi

Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, Ruben Achmad, PERLINDUNGAN

HUKUM TERHADAP JUSTICECOLLABORATOR DALAM TINDAK

PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN

NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG), Jurnal Hukum Doctrinal:

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021

Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi,

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN

JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI, USU Law Journal;Medan; 2013.

Pedoman Untuk Penyidik dan Penuntut Tindak Pidana Trafiking dan

Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum,

(International Organization for Migration (IOM), 2015

Pola Martua Siregar, Madiasa Ablisar, Ekaputra, Edi Y unara, Analisis

Yuridis Pemberian Justice Collaborator Pada Pelaku Tindak Pidana

Narkotika : Studi di Kejaksaan Negeri Karo,USU Law Journal;

Medan;2019.

Rahman Amin, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa

Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Sudi Putusan

Mahkamah RI mor:920K/Pid.sus/2013), Jurnal Bina Mulia Hukum,

Volume 1 Nomor 2 Maret 2017.

Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice

Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana; Journal Article; Ius Quia

Iustum; 2015

Silvia Wulan Apriliani, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam

Proses Peradilan Pidana (Studi Pada Pengadilan Negeri Ungaran),

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi

Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;Jurnal Katalogis;

Sulawesi, 2016.

Sri Purwatiningsih, Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, Journal

Article;Volume 12 No.1, 2001.



xvii

Supriyadi Widodo Eddyuono, Prospek Penggunaan Pelaku yang

Bekerjasama di Indonesia, Journal Article; Jurnal LPSK; 2011.

Suryani Yusi, Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014, Journal Article; Fakultas Hukum Universitas IBA;

2018.

D. Sumber Lainnya

Albert Aries, Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator, diakses

dalam https://www.hukumonline.com, (pada tanggal 4 Maret 2021 pukul

12.32 WIB)

https://m.medcom.id/nasional/daerah/ObzMEqYN-peredaran-narkotika-saat-

masa-pandemi-covid-19-meningkat (Diakses Pada 13 November 2020

pukul 12.24 WIB)

Wawancara dengan Tenaga Ahli Ketua LPSK Ruli Novian, S.H (pada tanggal

20 April 2021)

Wawancara dengan Kepala Sub BNN Kota Bandung Bapak Gilang Fajar

Shidiq, S.H.,M.Hum dan Penyidik Polrestabes AIPDA M. Maulana Yusuf.

(Pada tanggal 2 Agustus 2021)


	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR D
	LEMBAR PENGESAHAN DEKAN
	LEMBAR PERNYATAAN
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	KATA PENGANTAR
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A.Latar Belakang

	Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, serta sis
	Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa
	Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang sang
	Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Na
	Dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika yaitu
	Sasaran dari penyebaran narkotika sebagian besar k
	Hingga kini penyebaran narkotika sulit untuk diceg
	Kasus narkotika merupakan kasus kejahatan internas
	Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan pentin
	Penyidik POLRI diharapkan dapat membantu dalam pro
	Dalam proses peradilan pidana, salah satu alat buk
	Perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator s
	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik
	Upaya perlindungan hukum terhadap Justice Collabor
	Peran serta dari aparat penegak hukum menjadi kunc
	Perlindungan hukum Justice Collaborator dalam pela
	Contoh bukti keterlibatan Justice Collaborator dal
	Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan 
	Contoh kasus lain terdapat dalam Putusan Pengadila
	Bedasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bah
	B.Identifikasi Masalah

	Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka un
	C.Tujuan Penelitian

	Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemu
	D.Kegunaan Penelitian

	Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat dan 
	1.Kegunaan Teoritis
	2.Kegunaan Praktisi
	E.Kerangka Pemikiran

	Negara Indonesia mempunyai suatu landasan bernegar
	F.Metode Penelitian
	1.Spesifikasi PenelitianPenelitian ini bersifat de
	2.Metode PendekatanMetode yang digunakan dalam pen
	3.Tahapan PenelitianPenelitian ini dilakukan dua t
	4.Teknik Pengumpulan DataTeknik pengumpulan data y
	5.Alat-Alat Pengumpulan DataSehubung penelitian in
	6.Analisis DataData yang diperoleh dari hasil pene
	7.Lokasi PenelitianPenelitian dilakukan pada tempa

	BAB II
	JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI 
	A.Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum
	B.Tinjauan Umum Mengenai Saksi dan Korban 
	C.Tinjauan Umum Mengenai Justice Collaborator
	1.Pengertian Justice CollaboratorSecara yuridis, 

	2.Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Positi
	3.Syarat-Syarat Menjadi Justice CollaboratorPelaks

	D.Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika
	BAB III
	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR D
	A.Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Justice Col
	B.Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collabo

	i.dirahasiakan identitasnya;
	C.Upaya Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban Dalam M
	a)Kerjasama Antara Aparat Penegak Hukum Dengan Lemba
	b)Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan P


	BAB IV
	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLA
	A.Upaya Penyempurnaan Regulasi Mengenai Justice Coll
	B.Pembaruan Hukum di Indonesia Dalam Rangka Perlindu
	C.Pelaksanaan Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh

	DAFTAR PUSTAKA



